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KEMITRAAN PERGURUAN TINGGI DENGAN

STAKEHOLDERS DALAM ERA BHP
Oleh: Sugirin*)

Pendahuluan

Seperti tertuang dalam Rancangan
Undang-undang tentang Badan Hukum
Pendidikan (BHP), pemberian kedudukan sebagai
BHP kepada satuan pendidikan sebagai
penyelenggara pendidikan dimaksudkan untuk
mewujudkan otonomi dan akuntabilitas publik.
Pemerintah tetap tidak akan melepaskan tanggung
jawab yang dimanatkan oleh UUD 1945, yakni “...
untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial 3
(Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002), namun
sebagian dukungannya terhadap perguruan tinggi
(PT) diwujudkan melalui hibah kompetisi. Tidak
mungkin lagi kita mengandalkan Pemerintah
sebagai penopang kebutuhan PT dan sistem BHP
menuntut kerjasama yang lebih erat antara PT dan
semua stakeholders.

Menurut Departemen Pendidikan
Nasional (2002) stakeholders adalah pihak-pihak
yang ikut mempertaruhkan kinerja dan produknya
kepada PT. Para petaruh itu antara lain: orang tua,
dunia usaha sebagai konsumen, masyarakat
profesi, dan wakil-wakil rakyat. Karena
dukungannya yang tidak kecil, stakeholders
menuntut PT transparan dalam
mempertanggungjawabkan pengelolaan segala
potensinya -- sumber daya dan dana -- untuk
mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan
bangsa.

Menyadari pentingnya transparansi, maka
Pemerintah memberlakukan LAKIP (Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Namun,
model pelaporan akuntabilitas kinerja diperlukan
bukan hanya oleh instansi Pemerintah melainkan
juga instansi swasta, termasuk perguruan tinggi
swasta (PTS). PT yang ingin memperoleh
pengakuan status dari pemerintah melalui Badan
Akreditasi Nasional (BAN) harus mengajukan
permohonan disertai berbagai persyaratan yang di
antaranya adalah Laporan Evaluasi Diri potret PT
yang dibuat sendiri oleh PT yang bersangkutan.

Evaluasi Diri (ED) merupakan usaha untuk
membudayakan paradigma baru di dunia PT.
Diharapkan bahwa budaya ED bukan sekedar
upaya yang dilakukan untuk kepentingan akreditasi
atau untuk memenangkan grant (hibah). Kalau ini
yang terjadi, maka biaya membudayakan
paradigma baru ini menjadi mahal (Tim
Pengembang TPSDP, 2001). Bagi PTS yang
antisipatif, praktik ED dan laporan akuntabilitas
kinerja sudah membudaya sebelum Pemerintah
memberlakukannya, sementara PTN yang sudah
terbiasa menggantungkan hidupnya pada subsidi
Pemerintah menjadi resah dengan digulirkannya
sistem BHP.

Walaupun masalah pendanaan penting,
transparansi dalam sistem BHP bukan semata-mata
transparansi keuangan. PT harus transparan dalam
mempertanggungjawabkan pengelolaan segala
potensinya -- sumber daya dan dana -- untuk mencapai
tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Orang tua
mahasiswa UNY misalnya, ingin melihat sejauh mana
UNY membuktikan dirinya dapat menempa anak-anak
mereka menjadi 'insan cendekia yang mandiri dan
berhati nurani' (Misi UNY 2006 - 2010). Tanggung
jawab UNY bukan semata-mata mengasah aspek
pengetahuan dan keterampilan, melainkan harus
memperhatikan pula aspek afektif -- olah rasa -- yang
akan membimbing mahasiswa menjadi manusia
mandiri yang memiliki keterampilan hidup untuk
menghadapi tantangan dunia global dengan tetap
memegang teguh tatanan moral luhur bangsa dalam
pembentukan jati diri sebagai insan berhati nurani
terpuji.

Kemitraan PT dengan Stakeholders dalam Era BHP
Dalam kemitraan yang benar, perlu dicermati
apakah masing-masing mitra telah memenuhi
kewajiban dan memperoleh haknya secara
proporsional. David D. Thornburg (2000) menegaskan
bahwa success of partnership requires nothing less
than shared responsibility (syarat keberhasilan
kemitraan tiada lain adalah pembagian tanggung
jawab). Walaupun masalah hak perlu dibicarakan,
masalah kewajiban dan tanggung jawab (terutama
pihak PT) harus dikedepankan untuk membuktikan
kesungguhan dalam mengemban amanat yang
diberikan oleh para stakeholders.
Bagi dunia bisnis, hampir semua usahanya bersifat
profit-oriented’, sehingga tanggung jawab terhadap
konsumen jelas, yakni menyediakan barang dan jasa
yang memuaskan konsumen. Walaupun dunia PT
tidak boleh terjebak dalam profit-oriented
management, misi 'memuaskan konsumen' tetap
harus jadi acuan. Richard S. Ruch (2001) dalam The
Rise of the For-Profit University, menggunakan
metafora yang menggelitik a patient goes to a doctor,
because s/he is ill; a student goes to college because
...7 (Pasien pergi ke dokter atau rumah sakit karena
sakit, mahasiswa kuliah karena ...?). Dunia PT harus
dapat memaknai metafora ini dan memberikan
diagnosis yang tepat. Adalah menjadi tanggung jawab
PT untuk melakukan misi memuaskan.berbagai pihak
(termasuk mahasiswa) yang orang tua dan
keluarganya telah mepertaruhkan harta bendanya
untuk membiayai kuliahnya. Untuk mengemban
tanggung jawab semacam ini, perlu dikembangkan
pola kepemimpinan yang lebih entrepreneurial
(berkewirausahaan) dan mampu menurunkan kadar
birokratik serta menempatkan stakeholders sebagai
mitra dalam pengelolaan PT. Richard S. Ruch (2001)
menggambarkan hubungan perguruan tinggi dengan
stakeholders sebagai berikut.
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Gambar 1. Pola hubungan perguruan tinggi dengan
stakeholders (Ruch, 2001

Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk
menjaga dan mengembangkan mutu, derap langkah
PT didorong dan dikendalikan oleh tuntutan lembaga
akreditasi (BAN) yang memberikan rambu-rambu
menuju kinerja ideal PT. Sementara itu, untuk
membiayai pelaksanaan misinya diperoleh dana dari
tiga sumber utama: uang kuliah atau SPP, sumbangan
berbagai sponsor, dan subsidi Pemerintah. Tentu PT
dapat mencari terobosan lain untuk mencari dana
tambahan yang halal.

Selanjutnya, proses pendidikan di PT harus
dapat memberikan bekal kepada mahasiswa berupa
knowledge dalam arti luas, yakni bekal pengetahuan
(kognitif), keterampilan (psikomorik), dan kemampuan
olah rasa (afektif), serta moral luhur pembentuk pribadi
yang berhati nurani terpuji, yang terus-menerus dapat
dikembangkan untuk hidup mandiri menghadapi
tantangan global dengan tetap berkiblat pada nilai-nilai
kebangsaan sendiri. Agar misi dan kinerja PT sesuai
dengan kebutuhan serta harapan masyarakat, peran
para tokoh dan pengamat pendidikan, wakil-wakil
rakyat, serta organisasi profesi sangat dibutuhkan.

Refleksi Kemitraan UNY
a) Kemitraan dengan Orang Tua

Kemitraan UNY dengan orang tua
mahasiswa secara tersistem dilakukan melalui lkatan
Keluarga Orang Tua Mahasiswa (IKOMA). IKOMA
memiliki peran yang penting dalam pengembangan
UNY karena melaui IKOMA pula berbagai fasilitas
layanan mahasiswa (gedung, laboratorium, dan lain-
lain) sedikit demi sedikit dapat dikembangkan. IKOMA
bukan sekedar penggali dana, melainkan juga
menentukan kebijakan pemanfaatannya untuk
engembangan UNY.

B) Kemitraan dengan Pemerintah

Bagi PTN maupun PTS kemitraan dengan
Pemerintah wajib hukumnya. Namun, dalam hal
kemandirian tentu PTS telah lebih mandiri, baik dalam
pengelolaan anggaran maupun kebijakan-kebijakan
akademiknya. Sistem BHP belum secara antusias
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ditanggapi oleh semua PTN, karena otonomi bagi PT
juga berarti hilangnya sebagian fasilitas yang selama
ini diperoleh dari Pemerintah. Memang ada hal yang
ironis apabila sudah terkait dengan authority dan
money. Untuk hal yang terkait dengan penyediaan
money, pada umumnya PT tidak mengiginkan otonomi,
tetapi berbicara authority dalam pemanfaatan money,
tentu PT menuntut otonomi. Ini merupakan pola pikir
yang harus diubah agar tanggung jawab seperti yang
digambarkan Thornburg (2000) terwujud dalam
pengelolaan PT.

C) Kemitraan dengan Sponsor dan Investor

Peran serta mitra sponsor dan investor dalam
mendanai program kegiatan PT semakin semarak dari
tahun ke tahun, dari yang berupa beasiswa sampai
dengan dukungan bagi kegiatan yang memerlukan
dana yang lebih besar. Selama ini UNY menerima
berbagai bantuan beasiswa dari berbagai sponsor,
namun belum banyak yang dapat dilakukan untuk
kepentingan sponsor. Ke depan UNY harus
memperlakukan sponsor dan investor secara adil,
sebagai mitra sejajar yang dapat memperoleh
keuntungan dari dana yang dihibahkan atau
diinvestasikan. Kerjasama dengan PT Nikko Securities
misalnya, merupakan rintisan kemitraan yang saling
menguntungkan. Kerjasama yang hanya
menguntungkan satu pihak, biasanya tidak akan
bertahan lama.

d) Kemitraan degan PT lain (DN/LN)

Begitu pula kerjasama dengan PT lain,
terutama PT luar negeri, UNY masih cenderung
mendambakan PT yang dalam jangka pendek dapat
memberikan lebih banyak nilai tambah bagi UNY.
Sering dilupakan bahwa membantu PT kecil dari
negara yang sedang berkembang dapat berdampak
positif bagi masa depan UNY.

Saat ini UNY boleh mengandalkan statusnya
sebagai PTN yang notabena tidak pernah kekurangan
jumlah calon mahasiswa. Tentu, setelah memperoleh
banyak berubah, selama UNY dapat memenuhi
harapan para stakeholders. Akan tetapi, perlu diingat
bahwa selain meningkatkan kualitas layanan kepada
mahasiswa, perhatian kepada segenap SMA/SMK
tempat berkumpulnya calon mahasiswa, begitu pula PT
dalam/luar negeri yang memerlukan uluran tangan
UNY, dapat memberi nilai tambah bagi masa depan
UNY.

Contoh membuktikan bahwa dengan sekitar
300 beasiswa AusAid kepada mahasiswa Indonesia
setiap tahun dan promosi berkelanjutan, saat ini
Australia meraup devisa ratusan juta dolar dari 20.000
siswa dan mahasiswa Indonesia yang belajar di
Australia. Oleh sebab itu, kerjasama dengan PT lain
baik di dalam maupun di luar negeri jangan semata-
mata didasarkan pada kepentingan sesaat. Sedikit
pengorbanan saat ini dapat memberikan kontribusi
yang signifikan pada masa yang akan datang.

Yang perlu diperhatikan, kerjasama dengan
sekolah dan PT lain, baik di dalam maupun di luar
negeri, harus mengacu pada pencapaian prinsip-



prinsip RAISE (Relevance, Academic Atmosphere,

Institutional Management, Sustainability, and
Efficiency). Selain itu, perlu disadari bahwa kerjasama
dengan PT luar negeri dapat terbentur hambatan aspek
budaya dan pendanaan. Sebelum melakukan
kerjasama harus dipahami betul masalah perbedaan
budaya, misalnya besok bagi orang Australia adalah
tomorrow (sehari setelah hari ini), sementara besok
bagi kita dapat berarti bulan depan atau tahun depan.

Kemitraan yang benar-benar sejajar sering
masih bersifat wacana, karena UNY memang belum
mampu menyisihkan dana khusus untuk kepentingan
ini. Tamu dari luar negeri sering beranggapan karena
gedung-gedung di UNY cukup megah, maka UNY
memiliki dana yang cukup untuk mendanai program-
program kerjasama.

e) Kemitraan dengan Wakil Rakyat dan Media Massa

BHP sebagai institusi pengamal dan
pengembang demokrasi (Penjelasan Umum Butir a;
Pasal 7 ayat 1) akan dapat lebih memahami keinginan
masyrakat apabila mau mendengarkan suara yang
disampaikannya melalui anggota DPR/DPRD maupun
media massa. Forum Wartawan Pendidikan
(Fortadik/Forta UNY) yang dibangkitkan kembali oleh
Divisi Humas KKHP dan mulai ditradisikannya forum
silaturahmi  FIS yang bekerjasama dengan SKH
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yang sudah lama hidup dan berkembang adalah
menjadi unsur budaya bangsa yang harus
dipelihara dan diupayakan untuk diintegrasikan
menjadi budaya baru bangsa sendiri secara
keseluruhan.

Pengembangan kearifan-kearifan lokal yang
relevan dan kontekstual memiliki arti penting bagi
berkembangnya suatu bangsa, terutama jika
dilihat dari sudut ketahanan budaya, di samping
juga mempunyai arti penting bagi identitas daerah
itu sendiri. Koreografi, musik, dan sastra yang
menempatkan nilai-nilai lokalnya sebagai sumber
inspirasi kreatif, bagi daerah yang bersangkutan
akan mendorong rasa kebanggaan akan
budayanya dan sekaligus bangga terhadap
daerahnya karena telah berperan serta dalam
menyumbang pembangunan budaya bangsa.
Karya-karya seni budaya, yang digali dan sumber-
sumber lokal, jika ditampilkan dalam ‘'wajah atau
wacana keindonesiaan' niscaya memiliki
sumbangan yang sangat besar bagi terciptanya
identitas baru keseluruhan bagi bangsa secara
keseluruhan

Kearifan lokal yang juga meniscayakan

adanya muatan budaya masa lalu, dengan
demikian,  juga berfungsi untuk membangun
kerinduan pada kehidupan nenek moyang, yang
menjadi tonggak kehidupan masa sekarang.
Dengan dara demikian, situasi sadar budaya dapat
ditumbuhkan. Dengan cara demikian pula,
kesadaran masyarakat terhadap sejarah
pembentukan bangsa dapat ditumbuhkan.
Anggapan bahwa yang relevan dengan kehidupan

Kedaulatan Rakyat perlu terus dikembangkan di
lingkungan UNY agar UNY dapat menyerap aspirasi
masyarakat melalui anggota DPRD, pejabat, pemerhati
dan pakar pendidikan yang dengan setia hadir dalam
forum tersebut. Forum ini banyak membahas masalah
yang sedang menjadi perhatian Pemerintah dan
masyarakat.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
apa pun kegiatan kemitraan yang dilakukan PT dengan
stakeholders harus bermuara pada peningkatan
kualitas Tri Dhama Perguruan Tinggi. Kerjasama
kemitraan pada prinsipnya merupakan pembagian
tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan kerjasama.
Masing-masing pihak harus lebih memikirkan
pemenuhan kewajiban daripada pemerolehan hak.
Setiap bentuk kerjasama dengan PT lain, baik di dalam
maupun di luar negeri, hendaknya selalu
mempertimbangkan manfaatnya bagi pencapaian
prinsip-prinsip RAISE.

*) Sugirin, Ph.D., Kepala Kantor Kerjasama,
Humas, dan Protokol UNY/staf pengajar FBS
dan PPs UNY.

hanyalah .masa kini dan di sini, juga dapat dihindari.

Kearifan lokal dapat dijadikan jembatan yang
menghubungkan masa lalu dan masa sekarang,
generasi nenek moyang dan generasi sekarang,
demi menyiapkan masa depan dan generasi
mendatang. Pada gilirannya, kearifan lokal pun
dapat dijadikan semacam simpai perekat dan
pemersatu antargenerasi.

Penutup

Akhirnya, jika nilai-nilai budaya tersebut
berhasil ditanamkan lewat pendidikan yang
berfungsi mencerdaskan bangsa, akan dihasilkan
pula manusia-manusia yang berdaya guna dalam
kehidupan manusia: manusia yang sadar budaya.
Artinya, memiliki nilai-nilai budaya nasional yang
transetnik dan bersifat menyongsong masa depan,
serta mampu pula menghayati kearifan-kearifan
lokalnya. Dengan jatidiri yang kuat, kita tidak akan
jatuh dalam posisi epigonis bangsa lain atau
terhindar dari posisi yang subordinatif. Paling tidak,
demikian itu yang menjadi idealisasinya. Dengan
cara demikian, semoga saja, kebudayaan benar-
benar memberikan dan menjadi roh
"pembangunan” yang sedang kita "rencanakan
kembali" 'untuk dilaksanakan menuju masyarakat
Indonesia Baru. Dari Yogyakarta kita bisa
memulainya secara lebih baik dan arif.

Pakembinangun, 24 Februari 2005

*) Prof. Dr. H. Suminto A. Sayuti, Dekan/Guru
Besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas
Negeri Yogyakarta.
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